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BAB

AUDIT KEUANGAN

Oleh : Warno

Pendeteksian fraud seperti halnya pencegahan
fraud adalah aktivitas yang wajib dilasanakan secra rutin
bekesinambungan. Terkait dengan aktivitas pengendalian
dan pemantauan tersebut, pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan sistem atau otomasi atau dengan
manual. Pengawasan manual adalah pengawasan
melekat atau rutin dan  pengawasan  atas
karakter/ perilaku pegawai.

Pengawasan melalui sistem adalah dengan bantuan
teknologi sistem dan informasi karena pada era digital
saat ini jumlah atau volume data sudah sangat besar
sehingga memerlukan otomasi untuk mencegah dan
mendeteksi kejanggalan dan anomali yang dapat
mengarah pada fraud. Berikut ini teknik-teknik
pendeteksian fraud yang sangat layak diterapkan(Dusuki,
2015).

1. Critical Point Auditing (CPA)

Setiap perusahaan pasti memiliki titik rawan
kecurangan. CPA merupakan suatu teknik dimana
melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala
suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Hasilnya berupa



banyak untuk melakukan fraud sebab apabila ia
melakukan fraud dapat dilaporkan oleh orang lain ke
SPP sehingga dapat lebih mudah diungkap. SPP
menjadi alat mendeteksi fraud karena informasi yang
diberikan oleh pelapor pada umumnya memuat suatu
gejala fraud atau bahkan fraud yang sudah dan atau
sedang terhjadi. Pada berbagai survai SPP selalu
menempati urutan pertama sebagai teknik mendeteksi
(sekaligus mencegah) fraud yang efektif dibanding
aktivitas audit intern atau auditor independen.
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BAB
URGENSI PAJAK

TERHADAP
PENERIMAAN NEGARA

Oleh: Siti Kharirotul Mufidah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan
negara. Penerimaan pajak  dimaksudkan guna
menyokong  kegiatan pemerintahan mulai dari
perbelanjaan negara dan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan di
era globalisasi ekonomi dunia. Pembangunan yang
merata seperti penyediaan pelayanan kesehatan yang
memadai, pendidikan yang berkualitas, redistribusi
pendapatan yang merata, keadilan sesuai hukum serta
pembangunan infrastruktur di berbagai kota maupun
daerah yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang bersifat kontiniu dan progresif.

Dalam rangka membiayai seluruh kegiatan tersebut,
dibutuhkan dana yang bersumber dari negara Indonesia
itu sendiri guna mampu merealisasikan Indonesia
menjadi negara besar yang maju. Oleh karena itu,
penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi negara
karena nantinya akan disalurkan menjadi salah satu
penerimaan APBN sehingga pemerintah dapat

12



untuk melakukan pembangunan, pajak juga berfungsi
sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan
pemerintah di bidang sosial ekonomi. Hal ini ditujukan
untuk memperbaiki perekonomian dan mengurangi
tingkat kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.
Sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa menjadi
negara maju.
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BAB MENINGKATKAN
KEPATUHAN WA]JIB
PAJAK MELALUI
KUALITAS PELAYANAN

Oleh: Nisa Fatma Rosida

Dalam melakukan pembangunan dan menjalankan
pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari hasil
pengumpulan sumber daya yang dimiliki dari negara
tersebut maupun dari iuran seluruh warga Indonesia.
Iuran itulah yang disebut pajak. Pajak merupakan salah
satu unsur dari penerimaan negara. Pajak memiliki peran
yang sangat besar dalam pembangunan negara.

Kontribusi penerimaan pajak diharapkan semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab
peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun
fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi
perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment
dalam pemungutan pajak. Sistem self assessment
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan
melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Dianutnya sistem self assessment membawa misi dan
konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga
masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.
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Dengan hal ini, diharapkan membayar pajak bukan
menjadi beban masyakarat, terutama kaum milenial.
Kaum milenial sebisa mungkin peka terhadap pajak.
Apalagi dengan terbiasanya para pemuda dengan
teknologi, maka tidak lagi menunda dalam membayar
pajak. Edukasi pajak kepada para pemuda juga sangat
penting untuk menunjang kehidupan berbangsa dan
bernegara kedepannya. Apalagi pajak merupakan sektor
penting dalam pendapatan negara.
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BAB | 1inDAKAN TAXEVASION
OKNUM DIREKTORAT
JENDRAL PAJAK
MEMPENGARUHI PERSEPSI
MASYARAKAT

Oleh: Anggita Rachma Ashari

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus
dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. “Di mana
bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, peribahasa
tersebut berarti bahwa, bagi seluruh warga Indonesia
memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang
telah disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
Peraturan yang ada dapat bersifat mengatur dan
memaksa yang mana jika warga negara melanggar, maka
akan diberikan sanksi. Seperti halnya peraturan yang ada
dalam perpajakan, di mana warga negara diwajibkan
untuk melaksanakan tata cara perpajakan yang sesuai
dengan aturan. Namun, pada kenyataanya peraturan
yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak berjalan seperti
seharusnya. Hal ini disebabkan adanya oknum yang
mencoba untuk melanggar peraturan tersebut, tak jarang
oknum itu juga datang dari dalam pemerintahan. Salah
satu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pajak
adalah dengan melakukan penggelapan pajak (fax
evasion). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk
memaparkan tindakan oknum pajak yang berpengaruh
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BAB

INSENTIF PAJAK DORONG
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL PASCA
PANDEMI COVID-19

Oleh: Eva Noviana

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara
yang mempunyai peran penting bagi pemenuhan
kebutuhan APBN. Kebutuhan penerimaan negara ini
dapat terpenuhi dengan penerimaan pajak yang selalu
meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sejak adanya
pandemi  Covid-19 menyebabkan  perekonomian
Indonesia menurun. Sehingga penerimaan pajak negara
pun relatif menurun.

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami
kontraksi sebesar -2,07 persen yang menyebabkan deflasi
karena perkembangan ekonomi yang kurang stabil. Dari
hal tersebut pemerintah ikut serta dalam mengurangi
penyebaran  pandemi  Covid-19 dengan upaya
mengeluarkan  berbagai  kebijakan.  Salah  satu
kebijakannya yaitu dengan insentif pajak. Pemberian
insentif ini merupakan respon dari pemerintah atas
penurunan produktivitas pelaku usaha.

Insentif pajak berupa penurunan tarif PPh badan
yang semula 25 persen menjadi 22 persen dan skema
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3. Realisasi belanja pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp414,5
triliun berupa dana perlindungan sosial sebesar
Rp153,5 triliun, kesehatan sebesar Rp70,8 triliun, dan
penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp190,2 triliun.

Dalam pengelolaan PC-PEN pemerintah selalu
berupaya untuk menjaga akuntabilitasnya, walaupun
dalam keadaan yang luar biasa. Selama tahun 2020 sampai

2022 pengalokasian PC-PEN sangat dinamis sejalan

dengan pandemi COVID-19. Selain itu, PC-PEN juga

didesain fleksibel agar responsif dalam penanganan
pandemi dan pengakselerasian pemulihan ekonomi.

Kebijakan ini berdampak positif pada pengurangan

tingkat pengangguran dan penurunan tingkat

kemiskinan.
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BAB PENCEGAHAN
PRAKTIK
PENGHIDARAN PAJAK
DI INDONESIA

Oleh: Mega Agustina

Pajak merupakan salah satu sektor penting dalam
perekonomian Indonesia. Penerimaan Pajak merupakan
penerimaan terbesar dari sumber penerimaan lainnya
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Pendapatan negara tahun 2022 yang bersumber
dari pajak sebesar Rp. 1.716,8 triliun dari total pendapatan
negara Rp. 2.626,4 triliun. Penrimaan pajak tersebut
digunakan untuk meningkatkan Pendidikan,
pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur dan
mendukung  ketahanan  dan  keamanan  serta
mensejahterakan  kehidupan  seluruh  masyarakat
Indonesia. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan
penerimaan dari sektor pajak karena pentingnya peran
pajak bagi masyarakat dan negara.

Orang pribadi dan badan merupakan objek pajak
yang diwajibkan membayar pajak. Hal ini telah diatur
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat
(1). Perusahaan adalah salah satu objek pajak yang
memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai
ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya,
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2. Membentuk peraturan perundang-undangan pajak
yang tidak menimbulkan loopholes (celah hukum).

3. Peningkatan integritas fiskus.

4. Pengembangan teknologi informasi pada penggadaan
data yang lengkap.

5. Memperkuat integritas struktur hukum perpajakan
yaitu Account Respresentative dan Penyidik Pegawai
Sipil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

6. Menutup loopholes yang ada pada substansi hukum.

7. Meningkatkan budaya hukum pajak untuk sadar dan
patuh melalui pemanfaatan dan pelayan pajak yang
tepat.

Dengan demikian, terdapat dua jenis pengurangan
pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu tax avoidance
(penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak).
Penghindaran pajak merupakan hal yang legal namun
juga tidak di inginkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh
karena itu, terdapat beberapa upaya pemerintah dalam
mencegah adanya penghindaran pajak yang dilakukan
oleh perusahaan yaitu dengan kewenangan menteri
berdasarkan PP No. 55 Pasal 32 ayat (2), menetapkan
Special Purpose Company dan Prinsip Kewajaran dan
kelaziman Usaha atas Transaksi yang dilakukan oleh
Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
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BAB

DIGITALISASI PELAPORAN
PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh: Kholifatun Masyruroh

Di era society 5.0 serta pasca adanya virus covid-19
pada tahun lalu, berdampak pada teknologi internet yang
semakin ~ berkembang pesat. Di era sociaty 5.0
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan
sehari- hari, sebab masa ini merupakan masa dimana
masyarakat hidup secara berdambingan dengan
teknologi. Covid-19 juga berdampak pada perkembangan
digitalisasi. Digitalisasi merupakan sebuah transformasi
dari analog ke digital. Digitalisasi telah berkembang pesat
diberbagai bidang. Salah satu contohnya mengenai
digitalisasi dalam bidang perpajakan.

Digitalisasi perpajakan ini merupakan program
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan pendapatan disektor perpajakan. Digitalisasi
perpajakan tidak hanya memudahkan bagi wajib pajak
untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan,
namun juga untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan
dari rumah. Sebelum adanya digitalisasi perpajakan,
wajib pajak berbondong-bondong datang ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk melakukan
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terus mengalami peningkatan dengan meningkatnya
digitalisasi sistem perpajakan yang semakin modern,
mobile, dan fleksibel. Dengan tingkat kepatuhan yang
semakin naik, akan berdampak pada peningkatan jumlah
penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.
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BAB

PEMADANAN NIK
SEBAGAI NPWP
PADA PELAPORAN SPT
TAHUNAN

Oleh: Rafika Az Zahra

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah
sebuah tanda pengenal milik wajib pajak yang
digunakan untuk urusan administrasi perpajakan. “UU
Nomor 28 Tahun 2007”. Apabila warga negara hendak
melaporkan pajak, maka harus memiliki NPWP
terlebih dahulu. Karena dengan adanya NPWP, pajak
yang dibebankan menjadi lebih ringan dibandingkan
warga negara yang tidak memiliki NPWP.

NPWP memiliki dua jenis, yaitu pribadi dan
badan. NPWP pribadi adalah jenis NPWP yang
dimiliki warga negara yang telah mempunyai
penghasilan di Indonesia. Sedangkan, NPWP badan
adalah jenis NPWP yang dimiliki perusahaan yang
mempunyai penghasilan di Indonesia.

Pemadanan NIK sebagai NPWP

Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk
mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam hal memenuhi
hak dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini wajib
pajak akan dapat dikelola pajaknya dengan
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menghafalkan NIK saja, selain itu cara pemadanan NIK
menjadi NPWP dapat dilakukan secara online maupun
offline.

Pemadanan NIK sebagai NPWP pada pelaporan SPT
Tahunan

Sebelum menggunakan NIK sebagai NPWP wajib
pajak orang pribadi penduduk perlu melakukan
valisdasi NIK sebagai NPWP melalui DJP Online.
Apabila berstatus valid wajib pajak nantinya bisa
menggunakan NIK untuk login ke DJP online.

Pada pelaporan SPT Tahunan dimulai bulan 01
s/d 31 Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi, dan 01
Januari s/d 30 April 2023 untuk wajib pajak badan.

Pada pelaporan SPT Tahunan ini, masih banyak
yang lapor secara offline (datang ke kantor pajak), yang
artinya pegawai pajak membantu melaporkan SPT
Tahunan wajib pajak. Sebelum melaporkan,
diharuskan memvalidkan data wajib pajak pada menu
profil dengan memasukkan NIK dan No. KK wajib
pajak.
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BAB E-FILING UNTUK
MEMUDAHKAN WAJIB
PAJAK DALAM PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN

Oleh: Sinta Nur Cahyani

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih
berkembang. Untuk mampu bersaing dengan bangsa lain
maka perlu adanya peningkatan pendapatan negara dari
berbagai aspek. Salah satu sumber pendapatan negara
yang terbesar ialah pajak.Pajak merupakan sumber
penerimaan negara yang berasal dari orang pribadi
maupun badan yang dipungut secara memaksa dan tidak
menerima imbalan secara langsung. Pajak berkontribusi
paling besar dibandingkan sumber pendapatan daerah
yang lain yaitu sekitar Rp2.016.923,70 pada tahun 2023.
Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber
terbesar dalam pengeluaran sehari hari dan membiayai
belanja daerah guna meningkatkan infrastruktur yang
memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu
manfaat pajak yang bisa kita rasakan sekarang ialah
fasilits kesehatan yang sudah maju, fasilitas pendidikan
yang memadai, transportasi yang terus berkembang dan
prasarana lainya.
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